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BITPAII PI]RWORUIO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR :84 ttAxt1r zoflg

TENTANG

PETUNJUK PEI,,AKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWORE.IO NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWORB"IO NOMOR 13 TAHUN 2O1O TENTANG RETRIBUSI

PENGENDALIAN DAN PENGA\ITASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang a. batrwa dengan ditetapkannya Peraftrran Daerah
Kabupaten Purrrorejo Nomor 20 Tahun 2Ot6
tentang Penrbahan Atas Peraturan Daerah
I(abupaten Rrrworejo Nomor 13 Tahun 2OLO
tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan
Menara Telekomunikasi, maka unhrk mendulinrng
kelancaran pelaksanaan Peratrrran Daeratr tersebut,
perlu diterbitkan pehrnjuk pelaksanaan;

b. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu unfi.rk menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peratrrran Daeratr Kabupaten Rrnrorejo Nomor 2O
Tatrun 2016 tentang Perubahan Atas Perattrran
Daerah Kabupaten hmrrorejo Nomor 13 Tahun 2OLO
tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan
Menara Telekomunikasi;

1.

2.

3.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daeratr-daeratr l(abupaten Dalam
Linglmngan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (kmbaga Negara Republik
Indonesia Tatrun t999 Nomor 154, Tambahan
Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

(



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
P4iak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Daerah (Iembaran Negara

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Talorrb*rarr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss87),
ga telah diubah beberapa kali, terakhir

Daerah Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Nega-ra
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OOO
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Tahun 107,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 398O);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6
Perangkat Daerah Negara
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor LL4,
Iembaran Negara Indonesia

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenhng Pemerintahan

Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2OL7 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasilikasi Cabang Dinas Dan Unit fbbksana Teknis
Daerah;

9. Peraturan Daerah l(abupatert Nomor 14

Susunan Perangkat Daerah l(abupaten Purworejo
(kmbaran Daerah l(abupaten Rrrworejo Tahun 2017
Nornor 1);

1O. Peraturan Daerah Kabupa.ten Puru'orejo Nomor 2O

Tahun 2016 tentang dan Susunan
perangkat Daerah l(abupa.ten Rtnrorejo (kmbaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 14)
sebagairnana telah diubah dengan Feraturan Daeratr
IGbupa.ten Nomor 1 Tahun 2OL7 t$taq
Perubahan Peraturan Daerah Ihbupaten
Nomor 14 Tahun 2076 tentens, dan

Tahun 2016 tentang Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purrorejo Nomor 13 Tahun 2O1O
tentang Retribusi dan Penga.wasan
Menara Daerah
I(abupaten Purvorejo Tahun 2O16 Nomor 2O);

11. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kabupa.ten @erita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 77);



PEf,UNJUK PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ruRWORE.'O NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWORF^IO NOMOR 13 TAHUN 2O1O
TENTANG RETRIBUSI DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaxa

pemerintahan daerah yang memimpin uruaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. BupatiadalahBupati
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat

adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten hrrworejo.

5. Dinas Penanaman Modal Felayanan Terpa.du Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas
Modal Pela5ranan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

6. adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliprrti perseroan terbatas, perseroan
komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama
dan bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

7. Menara telekomunikasi (Radio Base Station) yang selanjutnya
disebut Menara adalah

sebagai penunjang jaringan
yang
yang

desain/bentuk disesuaikan dengan ketentuan
jaringan telekomunikasi.

8. Tim Fengendali dan Pengawas Menara Telekomunikasi yang
selanjutnya dapat disebut Tim Pengendali dan Pengawas adal,ah
tim yang dibentuk oleh Bupa.ti yang bertugas melaksanakan
pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di
Daerah sebagai lokasi penyelenggaiaan menara telekomunikasi.



9. Retribusi dan Pengawasan Menara
yang selanjutnya dapat disebut Retribusi

adalah Pungutan daerah sebagai atas jasa
ruang di daerah sebagailokasi

menara yang dikaitkan dengan frekuensi
pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi
tersebut.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan untuk

11. Surat lGteteparr Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD adatah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

12. Surat TagThan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/

melakukan pembayaran retribusi,
pemotong retribusi tertentu.

adalah surat yang di
sebagai bukti bahwa

termasuk atau

oleh Bendahara Penerimaan
retribusi telah disetorkan ke

atau denda.
13. Tanda Terima Setoran yang dapat disingfut TTS

adalah surat bukti yang menunjukkan wajib retribusi telah
melakukan pembayaran retribusi.

14. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya dapat disingkat STS

Rekening Kas Umum Daerah.
15, Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah
pada

16. Rekening l(as Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
RKUD adalah tempat penyimpanan yang
ditentukan oleh Bupati untuk

untuk
menam

(r)

daerah dan
daerah.

seluruh

BAB II

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Sebelum Menara Telekomunikasi Berdiri

Pasal 2

dan pengawasan menara
menara telekomunikasi berdiri dilakukan oleh Dinkominfo

sebelum
sebagai

bagran dari Tim Pemeriksa Perizinan yang dibentuk oleh Bupati.

(21 Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
( l), meliputi:



a. kajian teknis dan lokasi terhadap desain,
penataan, pembangunan dan rencana pengoperasian menara
telekomunikasi, antara lain:
1. lokasi menara telekomunikasi:

a) tidak boleh' bertentangan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten hrrworejo dan/atau Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah;

b) harus mempunyai jarak dengan jalan arteri, jalan
kolektor atau jalan lokal yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau rel kereta api
minimal sama dengan ketinggian menara yang dihitung
dari garis sepadan jalan atau rel kereta api sampai
dengan kaki menara yang paling dekat dengan jalan atau
rel kereta api tersebut.

c) harus jarak dengan obyek wisata (obyek
wisata yang telah selagni daya tarik wisata
oleh Daerah), minimal sama dengan
ketinggian menara yang dihitung dari garis terluar lokasi
obyek wisata sampai dengan kaki menara yang paling
dekat dengan obyek wisata tersebut;

d) harus mempunyai jarak dengan fasilitas umum yang
jenisnya telah ditetapkan dalam I Peraturan
ini, minimal sama dengan menara yang
dihitung dari titik terluar bangunan fasilitas umum
sampa.i kaki menara yang paling dekat dengan fasilitas
umum tersebut;

e) hanrs dalam bentuk peta lokasi yang
dilengkapi dengan titik koordinat.

2. rencana fisik menara telekomunikasi:
a) tempat (space) antena dan perangkat

b) ketinggian menara;
c) struktur menara;
d) kekuatan angin.

3. sarana pendukung:
a)
b) petir;
c) cattr daya;
d) lampu

Liehth
e) marka halangan penerbangan

(Aviation Obstruction

(Aviation Obstruction

4. identitas hukum:
a) nama pemilik
b) lokasi menara
c) tinsg menara
d) tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
e) kontral<tor menara;
0 beban maksimum menara telekomunikasi;



5. sekitar:
a) setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah

wajib dari warga sekitar

pada huruf a) harus
ii rElf.irf.l

b) bagaimana dimaksud
diperoleh dari pemilik tanah dalam radius

iIirJrEran
c) apa.bila lokasi sekitar bangunan menara telekomunikasi

dalam radius berupa
penduduk, maka
semua kepala

warga harus diperoleh dari

f.ir.iETEl
d) persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pa.da

huruf a) dalam berita acara yang
oleh kepala keluarga dan/pemilik tanah

yang dan dilampiri dengan foto kopi l(IP

6. surat pernyataan dari pemilik menara telekomunikasi

yang timbul
akibat ii ;tiErajt

7. surat pernyataan dari pemilik menara telekomunikasi yang
iiirjlEran

bersedia iiirtririr€I

yang

itafd.ErA

di lokasi

yang
akan

dan

bahwa
jawab

bahwa pemilik

setelah
diperpanjang izinnya, paling lambat satu bulan setelah
diterimanya surat teguran atau pemberitahuan resmi dari
Pemerintah Daerah;

8. surat dari pemifk menara
bahwa pemilik menarayang

sanggup seluruh biaya apabila
ga dimaksud pada angka 7

dilakukan oleh tah Daerah atau pihak lain.
b. melakukan sosialisasi

informasi mengenai
kepada instansi terkait, atau

badan yang akan menyelenggarakan menara telekomunikasi.

Kedua
Setelah Menara Didirikan

(1)

Pasal 3

Fengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi setelah
menara didirikan, dilakukan terhadap
pernantaatan ruang di Daerah untuk penyelenggaraan menara

(21 Pengendalian dan penga.wasan sebaSaimana dimaksud pa.da ayat
(1)

lagt atau tidak

dan menara

kegiatan meliputi:
oleh Tim dan Pengawas, dengan



a. sosialisasi informasi mengenai
kepada instansi terkait, masyarakat dan

penyelenggara menara telekomunikasi;
b. monitoring dan penga.wasan terhadap penyelenggaraan menara

telekomunikasi yang mencakup:
1. aspekfisik:

a) tempat/spa.ce

b) ketinggian menara;
c) struktur menara;
d) kekuatan angin.

2. sarana pendukung:
a) Pentanahan(grounding)
b) Penangkal petir;
c) Catudaya;
d) l^ampu halangan

lieht);
e) Marka halangan

marking)
fJ Lampu penerangan kompleks menara
g) Keberadaan penanggung jawab keamanan.

menginventarisir permasalahan permasalahan yang muncul
berkaitan dengan pengoperasian menara telekomunikasi baik

yang bersifat teknis maupun sosial dalam

d. pendataan menara telekomunikasi;
e. koordinasi dengan dinas/instansi

menara

permasalahan dalam penyelenggaraan menara
Daerah.

antena dan

(Aviation obstruction

(Aviation obstruction

terkait
terjadi

di

c.

permasalahan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi
di Daerah.

(3) Hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b, bahan bagi untuk
menentukan kebijakan, mengambil tindakan atau menyelesaikan

(1)

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Pengendali dan Pengawas

Pasal 4

dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi
setelah menara didirikan, dilaksanakan oleh fim Pengendali dan
Pengawas yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(21 Susunan keanggotaan Tim Pengendali dan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



a. Kepal,a
b. Unsur

selaku Ketua;
selaku Sekretaris Tim;

c. Unsur Dinas
anggota fim;

Umum dan Penataaan Ruang selaku

d. Unsur DINPMPTSP selaku anggota TIM;
e. Unsur Satuan Poliei Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

selaku anggota Tim;
f. Unsur Badan Pendapa.tan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah setraku anggota Tim;
g. Unsur Bagan Hukum selaku Anggota Tim;
h. Unsur Dinkominfo sebanyak 3 orang selaku anggota Tim,

(3) Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), ditetankan
dalam Keputusan
dan Pengawas.

Bupati tentang pembentukan Tim

(u

(21

(3)

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinkominfo.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Format SKRD sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN , TEMPAT PEMBAYARAN ,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang
berdasarkan SKRD.

Pasal 7

(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara
Penerimaan.

(2) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi, diberikan Tanda
Terima Setoran (TIS) oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Benttrk dan format TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.



Pasal 8

(1) Retribusi yang terutang yang besarnya lebih Rp. 5O.OOO.OOO,- (Lima
puluh juta Rupiahl dapat diangsur pembayarannya.

(2) Pembayaran retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilaksanakan setelah
terLulis dari Bupati.

mendapatkan persetujuan

(3) Untuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), lUajib Retribusi harus mengajukan Surat Permohonan kepada

c.q. Kepala dengan disertai alasannya dan
dilampiri dengan Surat Pemyataan Kesanggupan mengangsur dalam
tahun berkenaan.

(4) Berdasarkan perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati c.q. Kepala Dinkominfo dapa.t atau menolak
permohonan pembayaran Retribusi se@ra angsuran bendasarkan
alasan yang dapat dipertanggungiawabkan.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 yile disesetujui,
kepa.da Pemohon dalam bentuk surat

(Q Permohonan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (4) yang ditolak,
disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk surat dengan disertai
alasan penolakannya.

(a) Bentuk dan format Surat kesanggupan mengangsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran IV
Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Retribusi yang terutang yang besarn5'a lebih Rp. 5O.OO0.O0O,-
(Lima puluh juta Rupiah) dapat ditunda pembayarannya.

(2) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persehrjuan
tertulis dari Bupati.

(3) Unhrk mendapa.tkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada yat
(2), Wajib Retribusi harus mengajukan Surat Permohonan kepa.da
Bupa.ti c.q. Kepala Dinkominfo dengan disertai alasannya dan
dilampiri dengan Surat Pernyataan kesanggupan membayar dalam
tahun berkenan.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati c.q. Kepala Dinkominfo dapat menyetujui atau menolak
permohonan pembayaran Retribusi secara angsutan berdasarkan
alasan yang dapat dipertanggungiawabkan.



(5)

(6)

dimaksud pada ayat (4) yang disetujui,
disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk surat persetujuan.

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (4) yang ditolak,
disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk surat penolakan
dengan disertai alasan penolakannya'

(7) Bentuk dan format Surat
dalam tahun berkenaan se dimaksud pada ayat (3),
telcantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

( 1) Bendahara Penerimaan,

BAB V

TATA CARA PEI.IYETORAN

Pasal 10

wajib
(satu)

Retribusi ke
kerja terhitung sejak RertribusiRKUD paling lambat 1

tersebut diterima.

(2) Penyetoran Retribusi ke RKI,JD dilakukan dengan menggunakan
Surat Tanda Setoran (STS) dalam rangkap 5 (lima).

(3) Bentuk dan format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
tercantum dalam Lampiran M Peraturan ini.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
atau kurang membayar, ditegh dengan STRD atau
surat lain yang sejenis dengan didahului dengan surat teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) lVajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang
sejenis.

(4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinkominfo.

(5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan ini.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Perafliran Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Nomor 33 Tahun 2O1l tentang

Peraturan Daerah Kabuparcn hrrworejo Nomor 13 Tahun 2O1O tentang
Retribusi dan Pengawasan Menara
(Berita Daerah l(abupaten hrworejo Tahun 2011 Nomor 33), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Buapti ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

di
pada tanggat fld Desenber 20118

BUPATI PURWORE.JO ,

AGUS BASTIAN

Diundangandi Purwonejo
pada tanggal 18 Desenbe!" 18

SEKRETARIS DAERIIH

o SAID ROMADHON

BERITA DAERAH I(ABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2018 NOMOR64SERI 6 NOMOR 5



I,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWORqIO
NOMOR : 84 LIIIII 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWORE.IO NOMOR 13 TAHUN 2O1O
TENTANG RETRIBUSI PENGENDAUAN
DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNII(ASI

JENISJEMS FASIUTAS UMUM
YANG JARAKNYA HARUS DIPERHITUNGKAN

DAI,AM RENCANA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Fasilitas umum yang jaraknya minimal sama dengan
menara yang dihitung dari titik fasilitas umum
sampai kaki menara yang paling dekat fasilitas umum, jenisnya
meliputi:
1. Pasar daerah dan pasar desa (tidak termasuk warung dan took);
2. Terminal bus/ angkutan
3. Stasiun Kereta Api;
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPtsU);
5. Sekolah/universitas/pondok pesantren;
6. Rumah Sakit/puskesmas (tidak termasuk Pustu dan Polindes);
7. Gedung instansi Pemerintah (termasuk balai desa dan kantor desa);
8. Tempat peribadatan umum seperti masjid, gereja, pura dan

sejenisnya (tidak termasuk musholla atau surau);
9. Stadion olah raga;
10. Alun-alun kabupa.ten dan kecamatan;
11. Taman Bermain Anak;

PURWORE.'O

AGUS BASTIAN



IAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURIIIORE.'O
NoMoR 8i4 rllrlr 2018
TENTANG
PETUNJUK PETAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABI,'PATEN PURWORF^IO NOMOR 20 TAHUN 2016
TEITTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURIIIOR&'O NOMOR 13 TAHUN 2OIO
TEI\MANG RETRIBUSI PENGENDAUAN DAN PENGAWASAN
MENARA TEI,EKOMUMKASI

huperr PURtrroRE o

PEMERIMAH IGBUPATEN
PUR\[IOREJO

NO. URTIT :

Masa :

Tehun :

Nama
Alamat
Nomor Fokok Wqiib Retdbusi
Tangrgal Jatuh Tempo

KODE URAIAN RETRIBUSI

Jumlah Sanksi: a. Bunca
b.

Dengan huruf

1 Harap pcnlatoran dilalokan pada Bank / B€ndahara Frncf,imaan

2 Apabila SIIRD ini dd.k atau kurang dibryE lc'trat w..ktu pa[ng lae. 30 hari etclah SI(R ditcrine atau (t8ngal
Jatung t.rBpo) dtlanakan .anklt adldrt8tralt bcrupa bunga rebcsar 295 per bulan

Rrrworcjo,

Fengguna Angaran/ Kuaaa Penguna Anggaran

NIP.

No. Unrt :

TANDA TERIMA

NAMA i

AIAMAT :

Yang Mencf,ims
N{IR

t.............................................t

AGUS BASTIAN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURUIORE'O
NOMoR 84 r&rD 2018
TENIANG
PETUNJI'K PEIAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 20 TAHUN 20T6
TEI{TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOR&'O NOMOR 13 TAHUN 2OIO
TENTANG RETRIBUSI PENGENDAUAN DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUMKASI

PURI/ORF^'O

c

PEMERIMAH KABUPATEN PI'RWORE IO

Jalan Proklamasi Nomor 2, Telp. (0275) 7530915
ruRi$IORE. O A4t l1

a t:

TAHUN : .............

Nama Ur4iib Reribuei
NPWRD
Alamat wqiib Retribusi
IGlurahan/Desa
Kabupaten
Menlrctor bcrdasarkan

RT/R\[/ : IGcamatan :

Terbilang

UR{IAN RETRIBUSINO FLfiTaIIiNf.l JUMI.AH

Jumlah Setoran Retribusi

Ditcrima oleh :
BENDAHARA PENERIMA WA.JIE RETRIBUSI / PENYETOR

nartra lragkep dalr cap nama lcngkap dan cap

l.



I^AMPIRAN ry
PERATUMN BUPATI PURWORE'O
NOMOR 84 rlIItr 2018
TENTANG
PETUNJUK PEI,AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PURWORE.'O NOMOR 20 TAHUN 2016 TEMANG PERUBAHAN

ATAS PERATUMN DAERAH KABUPATEN PURWORE.'O
NOMOR 13 TAHUN 2O1O TENTANG REIRIBUSI
PENGENDAIIAN DAN PENOAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

AGUS BASTIAN

sTs No. : Bank : BANK JAIENG
No. Rekening :

,lerap dibtit ne u.ang sebcsar RP.

(Dengan huruI)

Dengan rincian penerimaan scbagai berikut :

Uang tersebut ditcriEa pada tangal :

Pu:rrorejo,

Fenyetor

URIIIAI{ RINCTAN OBYEK JUMIIHlYo rrc,ard

Jumlah



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PUR\IIORE'O
NoMoR &[ TrIIIS 2018
TENTANG
PETUNJUK PEIAKSANMN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWORE'O NOMOR 20 TAHUN 2016
TEI{TANG PERUBAI{AN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURUIORE'O NOMOR T3 TAHUN 2O1O

TEMANG RETRIBUSI PENGENDAIJAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNITASI

PURWORF^'O

L"

I

PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREJO

ffi NO. URUT :

Masa
Tahun

Name
Alamat
Nomor Pokok [rajib Retribusi
Tanggal Jatuh Tempo

ircIlElrff-ilillrd

a.

IGseluruhan

URATAN RETRIBUSI JUMLAI{

Dengan huruf

1 Harsp pcnyctoran dilalukan pada BanL / Bcndahara Fcocrleaao
2 Fenyctosan harus diLkuka! dal'6 jarElka waldu 7 (tujuh) hati k rja €ctclah tanggal S RD lr

Purworejo,

Penaguna Anggaran/ Kuasa Fenguna Anggaran

MP.

..................,............. ed{.|rdrl....................-.-.-.--.--.

No. Urut :

TANDA TERIMA

NAMA :

AIAMAT :

Yena Mcnc,.ilra
i{r{ra

AGUS BASf,IAN


